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BUPATI BENGKALIS
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

KABUPATEN BENGKALIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,
bahwa pembangunan bertujuan untuk mewujudkan
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat mencakup_ berbagai
aspek kehidupan bagi seluruh lapisan masyarakat secara adil,baik laki-laki maupun perempuan;

a.

n

bahwa meskipun laki-laki dan perempuan memiliki aspirasi,kebutuhan dan pengalaman yang berbeda namun keduanyamemiliki hak, kewajiban serta peran dan tanggung jawab yangsama dalam pembangunan;
bahwa di masyarakat masih ditemukan berbagai bentuk
kesenjangan gender, sehingga perlu mengintegrasikan strategi
pengarusutamaan gender ke dalam seluruh tahapan
pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan
gender serta memberikan kerangka pelaksanaan
pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten
Bengkalis, maka perlu merumuskan Rencana Aksi Daerah
Pengarusutamaan Gender;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkanPeraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah
Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bengkalis;

e.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang PembentukanDaerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah ProvinsiSumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 1956);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang PengesahanKonvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3277);

2.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang PengesahanKonvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan danJabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3836);

3.



10.

11.

12,

Memperhatikan :

2

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4419);

5.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
61, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor
4846);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahanDaerah LembaranNegara Republik
IndonesiaTahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor 5679);

7,

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentangPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 927);
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten BengkalisTahun 2016 Nomor 03)

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah KabupatenBengkalis Tahun 2016 Nomor 1 1);

Instruksi Presiden Nomor 9 ‘Tahun 2000 tentangPengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

3.

Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Bupati adalah Bupati Bengkalis.
Gender adalah konsep yang mengacu pada nilai-nilai sosial
budaya yang dianut oleh masyarakat setempat mengenai
perbedaan tugas, peran, tanggung jawab, sikap, sifat dan
status antara perempuan dan laki-laki yang bukan
berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan
relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur
masyarakat yang lebih luas yang dapat berubah dari waktu
ke waktu.

4.

Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG
adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan
gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan,
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan
evaluasi atas kebijakan, program, dan _ kegiatan
pembangunan di daerah.

5.

Gender Analisys Pathway yang selanjutnya disebut GAP
adalah alat analisis yang dikembangkan untuk membantu
para perencana OPD melakukan pengarusutamaan gender.

6.

Kesetaraan Gender adalah kondisi dan posisi yang
menggambarkan kemitraan yang selaras, serasi, dan
seimbang antara perempuan dan laki-laki dalam akses,
partisipasi, kontrol dalam proses pembangunan, dan dalam
menikmati manfaat yang sama dan adil di semua bidang
kehidupan.

7.

Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil
terhadap perempuan dan laki-laki.

8.

Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara
sistematis dalam mengidentifikasi dan memahami
pembagian kerja/peran perempuan dan laki-laki, akses
kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan,
partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat
pembangunan yang mereka nikmati, serta mengungkap akar
permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi,
peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuandalam konteks perbedaan kelas sosial, ras, dan suku
bangsa.

9.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

(1)

(2)

Isu Gender adalah sebuah isu gender yang mengandung
masalah kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam
seluruh lintas pembangunan. Kesenjangan gender itu
diukur dari aspek akses, partisipasi, manfaat dan kontrol
yang terjadi di semua dimensi pembangunan politik,
ekonomi, sosial budaya, hukum, teknologi, lingkungan dan
pertahanan keamanan.
Diskriminasi Gender adalah perbedaan perlakuan, fasilitas,
prioritas, hak, kesempatan yang diberikan kepada
perempuan dan laki-laki.
Kesadaran Gender adalah kemampuan seseorang untuk
mengidentifikasi masalah ketimpangan gender dan upaya
untuk memecahkannya.
Pemberdayaan Perempuan adalah proses peningkatan
kualitas sumber daya perempuan dalam segala aspek
pembangunan.
Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaanuntuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yangdilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi,
kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan
perempuan dan laki-laki.
Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARGadalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yangberasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapaikesetaraan dan keadilan gender.
Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBSadalah dokumen yang menginformasikan suatu output
kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang
ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output
kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan
gender.
Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang
selanjutnya disebut RAD PUG adalah acuan /arahan kepada
setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi PUG
untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender denganlebih fokus, efisien, efektif, sistematik, terukur dan
berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan
tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunanyang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah
mendukung kelancaran perancanaan pelaksanaan dan
monitoring evaluasi pengarusutamaan gender secara optimaldalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan
keadilan gender.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PUG berasaskan pada penghormatan terhadap harkat dan
martabatmanusia.
Maksud PUG adalah upaya meciptakan kesetaraan dankeadilan gender.
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(3) Tujuan PUG memberikan pedoman kepada OPD,
Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam penyelenggaraan
Pemerintah yang responsif gender.

Pasal 3

Tujuan Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender ditujukan
untuk percepatan pencapaian MDGs (Menanggulangi
Kemiskinan dan Kelaparan, Mewujudkan Pendidikan Dasar
Untuk Semua. Mendorong’ Kesetaraan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan, Menurunkan Angka Kematian Anak,
Meningkatkan Kesehatan Ibu, Memerangi HIV/AIDS, Malaria
dan penyakit menular lainnya, dan Pelestarian Lingkungan
hidup) sesuai isu strategis gemder.

BAB III
SASARAN DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 4

Sasaran RAD PUG disusun untuk mencapai target sasaran :

a. Implementasi perundang-undangan yang __ berperspektif
gender;

b. Memperkuat jaringan kelembagaan PUG dan keterpaduan
program dan kegiatan;

c. Memperkuat komitmen OPD dan pemangku kepentingan
dalam implementasi anggaran yang responsif gender;

d. Peningkatan kemampuan SDM perencana OPD dalam
mengintergritasikan isu gender dalam program/kegiatan;

e. Tersedianya statistik gender dan anak dalam bidang
pembangunan;
Pelaksanaan PUG melalui PPGR di seluruh OPD; danf.

g. Pelaksanaan pengintegrasian gender dalam kebijakan
terhadap pencegahan dan penangulangan HIV/AIDS.

Bagian Kedua
Kebijakan
Pasal 5

Kebijakan untuk penyelenggaraan pembangunan daerah yangresponsif gender dilakukan melalui:
a. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan

perempuan;
Penguatan kelembagaan PUG dan anak;
Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
Optimalisasi kebijakan kesejahteraan rakyat daerah; dan

d.

Semua program OPD yang memberikan pelayanan (servis
point) kepada masyarakat (laki-laki dan perempuan.)

f.

a
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Bagian Ketiga
Strategi

Pasal 6

(1) Strategi Pelaksanaan PUG pada tahap_ perencanaan
pembangunan adalah :

‘a. Pemenuhan PUG yang terdiri dari 7 aspek yaitu dukungan
politik, kebijakan, kelembagaan sumber daya dan
anggaran, sistem data dan informasi, alat analisis serta
dukungan pertisipasi masyarakat sipil;

b. Pelaksanaan PPRG; dan
c. Inovasi strategis yang dilakukan OPD dengan koordinasi

oleh Bappeda untuk menyusun tolok ukur dan indikator
kinerja yang responsif gender.

(2) Strategi Pelaksanaan PUG pada tahap pelaksanaan
pembangunan adalah :

a. Memastikan fungsi manajemen pelaksanaan
pembangunan yang responsif gender melalui koordinasi,
sinkronisasi, sinegritas, bimbingan teknis dan supervisi;dan

b. Memastikan pelaksanaan program dan kegiatan yang
responsif gender ditinjau dari aspek akses, pertisipasi,kontrol dan manfaat

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal § September 2018
BUPATI BENGKALIS,

AM MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
Pada tanggal 10 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

0,

H. BUSTAMI. HY
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR 57


